
BUPATI BOLAANGMONGONDOW TIMUR

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANGMONGONDOW TIMUR

NOMOR 3 TAHUN2021

TENTANG

TAMBAHANPENGHASILANPEGAWAINEGERI SIPIL01LINGKUNGAN
PEMERINTAHKABUPATENBOLAANGMONGONDOWTIMUR

TAHUNANGGARAN2021

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIBOLAANGMONGONDOWTIMUR,

Menimbang a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah

satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator
penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin,
motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur;
b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700

Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam
Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan
pemerintah daerah menetapkan pemberian tambahan
penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan
pemerintah daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Tahun Anggaran 2021;





Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang

Perbendaharaan Negara

1 Tahun 2004Nornor

Negara

tentang

Republik(Lembaran

[ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4875);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagairoana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6398);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);





7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lemabaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

rabun 2018 Nomor 157);



----------------



Menetapkan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Nomor 10 Tahun 2016 ten tang Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 ten tang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Nomor 3 Tahun 2020 ten tang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun

Anggaran 2021;

17. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 63

Tahun 2020 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun

Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATI TENTANG TAMBAHANPENGHASILAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN

ANGGARAN2021.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur;

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya





disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur;

5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS Daerah adalah

warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menduduki

jabatan pemerintahan;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah yang ada pada

Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran pengguna

Barang;

7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut

dengan TPP adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan;

8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi

pada Instansi Pemerintah;

9. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas adalah

sekelompok jabatan yang tugas dan fungsinya berkaitan erat

dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan

dan pembangunan;

10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang

menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak

seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam

pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan/ atau

ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

11. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang­

Undangan yang berlaku ten tang gaji PNS;

12. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun

jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan

sebagai dasar pemberian besaran tunjangan;

13. Basic TPPadalah perhitungan besaran TPPyang di dasarkan
pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal
Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks

PenyelenggaraanPemerintah Daerah;
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan mengangkat, memindahkan dan





memberhentikan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan -undangan yang berlaku;

15. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karen a

kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih

pegawai negeri;

16. Jabatan Pelaksana adalah unsur pelaksana tugas pembantu

pimpinan;

17. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan darr/atau dilanggar akan

dijatuhi hukuman disiplin.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN PEMBERIANTPP

Pasal2

1) Maksud pemberian TPP adalah untuk memberikan penghargaan

kepada PNS sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi,

kinerja dan kesejahteraan PNS.

2) Tujuan pemberian TPP adalah:

a. terwujudnya peningkatan disiplin PNS;

b. terwujudnya peningkatan motivasi dan kinerja PNS; dan

c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan PNS.

BABIII

KRITERIADANPENETAPANBESARANTPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal3

TPP diberikan berdasarkan kriteria:

a. Beban kerj a;

b. Prestasi Kerja;

c. Tempat bertugas;

d. Kondisi kerja;

e. Resiko kerja;

f. Kelangkaan Profesi; darr/ atau

g. Pertimbangan obyektif lainnya





Bagian Kedua

Penetapan Besaran TPP

Pasa14

Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai
berikut:
a. KelasJabatan;
b. Indeks Kapasitas FiskalDaerah;
c. Indeks KemahalanKonstruksi; dan
d. Indeks PenyelenggaraanPemerintah Daerah.

Pasal5
1) Besaran basic TPP diperoleh menggunakan rumus sebagai

berikut:

(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa keuangan

perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan) X (bobotkapasitas fiskal daerah) X (bobotkemahalan
konstruksi) X (bobotpenyelenggaraanpemerintah daerah);

2) Tata cara perhitungan basic TPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pemberian TPP.

Pasal6
Besaran Basic TPP digunakan sebagai dasar perhitungan besaran
TPPdengan kriteria:
1) Besaran presentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai

kemampuan keuangan daerah dari basic TPP;

2) Besaran presentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai
kemampuan keuangan daerah dari basic TPP;

3) Besaran presentase TPP berdasarkan tempat bertugas adalah
paling tinggisebesar 50%dari basic TPP;

4) Besaran presentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai
kemampuan keuangan daerah dari basic TPP;

5) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal
10% (sepuluh persen) dari basic TPP;

6) Besaran presentase TPP berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan
karakteristik daerah.





Pasa17

1) Besaran TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria­

kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

2) Besaran TPP setiap tahun diberikan berdasarkan pagu TPPyang

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 8

Besaran TPP yang diberikan setiap bulannya kepada PNS Daerah,

yaitu sebagai berikut:

1) Besaran TPP pada Sekretariat Daerah, sebagaimana terdapat

dalam lampiran 1;

2) Besaran TPP pada Inspektorat Daerah, sebagaimana terdapat

dalam lampiran II;

3) Besaran TPP pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan

Daerah, sebagaimana terdapat dalam lamp iran III;

4) Besaran TPP pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia dan Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagaimana terdapat

dalam lampiran IV;

5) Besaran TPP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran,

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagaimana terdapat

dalam lampiran V;

6) Besaran TPP pada Sekretariat DPRD, sebagaimana terdapat

dalam lampiran VI;

7) Besaran TPP SKPD Umum, sebagaimana terdapat dalam

lamp iran VII.

Pasa19

1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 8, dikurangi

dengan PPh pasal 21 untuk PNS Golongan III dan IV;

2) Setiap pembayaran TPP harus mencantumkan Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP);

3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diberikan

setelah dilakukan perhitungan presentase pemotongan

komponen disiplin pegawai dalam masa waktu 1 (satu) bulan;

4) TPP untuk ASN yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Penerimaan, Penyimpan Barang (Pengurus Barang)

diberikan TPP ditambah dengan tunjangan Bendahara yang





mengacu pad a Standar Biaya Umum (SBU) dan Zatau standar

besaran nominal aset yang dikelola sesuai dengan Pagu

Anggaran masing-masing SKPD.

BABIV

PEMBERIANDANKRITERIAPENERlMATPP

Bagian Kesatu

Pemberian TPP

Pasal 10

PNS yang berhak menerima TPP adalah:

a. PNS yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan

Keputusan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan

tugas dan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Administrator dan Jabatan Pengawas;

b. PNS yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan

Keputusan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan

tugas dan mendudukijabatan Fungsional tertentu;

c. PNS yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan

keputusan oleh pejabat yang berwenang dalam menjalankan

tugas pelaksana;

d. PNS yang dengan keputusan pejabat yang berwenang pindah

menjadi PNS dan telah melaksanakan tugas dalam tahun

anggaran yang berjalan dapat diberikan TPP dengan ketentuan

apabila telah di tata dalam usulan perubahan anggaran dan

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

e. PNS yang pindah ke instansi lain, TPP-nya dibayarkan sampai

dengan batas waktu (TMT)saat dipindahkan;

f. PNS struktural atau non struktural pada saat dimutasikan

masih dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud

huruf e.

g. Bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (PLT)yang

nota tugasnya ditandatangani oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian dan/ atau diangkat dalam jabatan yang lebih

tinggi diberikan TPP sesuai dengan jabatan yang diberikan

kepadanya terhitung mulai tanggal pada saat diangkat dalam

jabatan.





Bagian Kedua

Kriteria Penerima TPP

Pasal 11

PNSyang menerima TPP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. mengikuti apel pagi dan apel sore tepat waktu sesuai ketentuan

yang berlaku;

b. masuk kantor dan melaksanakan tugas secara penuh sesuai

tugas pokok dan fungsi;

c. PNS yang melaksanakan tugas luar darr/ atau mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)berdasarkan perintah tugas

dari atasan atau pejabat yang berwenang.

Pasal 12

1) PNS yang tidak atau kurang memenuhi kriteria sebagaimana

dimaksud pada pasal 11 dikenakan pemotongan TPP dengan

persentase pemotongan berdasarkan pada Penilaian (Disiplin)

kehadiran.

2) PNS yang Alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan (secara

akumulasi) lebih dari 5 (lima) hari setiap bulannya tidak

menerima TPP.

Pasal 13

1) Mesin finger print mulai diberlakukan sebagai berikut :

a. Jam mulai sidik pagi : 07.30 Wita;

b. Jam akhir sidik pagi 08.15 Wita (selebihnya dianggap

terlambat);

c. Jam sidik Pulang : 16.00 s/d 00.00 Wita.

2) Daftar hadir yang tidak menggunakan finger print dapat

dilakukan jika:

a. Perangkat dan sistem rekam kehadiran secara finger print
mengalami kerusakarr/tidak berfungsi atau hilang;

b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran

secara finger print;
c. Terjadi keadaan kahar berupa bencana, danj'atau kerusakan

yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara finger

print tidak dimungkinkan untuk dilakukan, atau tempat

kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam

kehadiran secara finger print;





3) Dalam hal perangkat dan sistem rekapan kehadiran mengalami

hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf

b diberikan waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja untuk

rnemperbaiki, men gadakan, memperbaharui sistem rekam, dan

apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sistem rekam

kehadiran belum tersedia, maka perangkat daerah melakukan

finger print pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia.

BABV

KOMPONENPENILAIANDANTOLAKUKUR

PERHITUNGANPEMBERIANTPP

Bagian Kesatu

Komponen Penilaian TPP

Pasal 14

Komponen Penilaian perhitungan pemberian TPP didasarkan

atas disiplin (kehadiran) Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari:

a. hadir / masuk kantor;

b. apel pagi;

c. apel sore;

d. tidak meninggalkan tempat kerja saat jam kerja tanpa ijin

atasarr/pimpinan,

e. cuti;

f. ijin;

g. sakit

Pasal 15

Penilaian sebagaimana dimaksud pasal 14, dilakukan oleh

kepala SKPDdengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

8agian Kedua

Tolak Ukur Perhitungan Pemberian TPP

Pasal16

Persentase nilai dihitung berdasarkan akumulasi disiplin setiap

pegawai dalam mas a waktu 1 (satu) bulan.





Pasal 17

1) Perhitungan persentase pemotongan TPP sebagaimana

dimaksud dalam pasal 16, ditetapkan :

a. PNS yang tidak hadir / tidak masuk kantor karena

alpaj'tanpa keterangan setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 3%

(tiga persen);

b. PNS yang terlambar/pulang cepat pada Rekapan Finger Print

dikenakan Potongan 1% (satu persen);
c. PNS yang tidak apel pagi (TAP)setiap 1 (satu) kali dipotong

1% (satu persen);
d. PNSyang tidak apel sore (TAS)setiap 1 (satu) kali dipotong

1% (satu persen);
e. PNS yang meninggalkan tempat kerja saat jam kerja tanpa

ijin dari atasan /pimpinan setiap 1 (satu) hari kerja dipotong
2% (dua persen);

f. PNS yang tidak masuk kantor karena cuti setiap 1 (satu)
hari kerja dipotong 1% (satu persen);

g. PNS yang tidak masuk kerja karena izin, setiap satu hari
kerja dipotong 2,% (dua persen), dapat diberikan maksimal 2
(dua) hari per bulan, tetapi tetap dikenakan pengurangan
bobot sebesar 2% (dua persen) per hari. Selebihnya dianggap

tidak hadir;
h. PNS yang tidak masuk kerja karena sakit, akan dipotong

setiap hari kerja sebesarl % (satu persen), apabila sakit lebih
dari 2 (dua) hari tanpa dibuktikan dengan surat keterangan
dokter dari rumah sakit Pemerintah maka dihitung Tanpa
Keterangan (TK);

i. PNSyang sakit dan dirawat inap lebih dari 5 hari kerja wajib
melampirkan Surat Sakit rawat inap / opname dari pihak
Puskemas Rawat inap /Rumah Sakit dan dikenakan
pemotongan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) perhari;

J. PNS yang terkonfirmasi positif Virus Covid 19 wajib
dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah
sakit;

k. PNSsebagaimana dimaksud huruf j, yang melakukan isolasi
mandiri dirumah wajib melaporkan pelaksanaan tugas

setiap hari kepada atasan langsung dibuktikan dengan
laporan harian dan apabila tidak melaporkan pelaksanaan

tugas diberikan potongan 0,50/0 (nol koma lima persen)





perhari;

1. PNSyang tidak mengikuti apel perdana, ape}kerja, upacara

hari-hari besar keagamaan dikenakan pemotongan TPP
sebesar 2% (dua persen) Dan wajib melampirkan data
pendukung, apabila ada perbaikan;

m. PNSyang diundang mengikuti kegiatan paripuma maupun
pembahasan yang berkaitan dengan paripurna, apabila tidak
mengikuti kegiatan dimaksud tanpa alasan yang jelas
dikenakan pemotongan sebesar 50/0(limapersen);

2) PNSyang dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak
mengurangi pemberian sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

3) PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar (pendidikan
formal) tidak diberikan TPP terhitung mulai tanggal mengikuti
pendidikan tugas belajar sampai dengan selesainya;

4) PNSdengan status titipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur dan PNSdengan status titipan di
instansi lain Tidakdiberikan TPP;

5) PNS dengan status pindahan dari daerah (Provinsi dan
Kabupaterr/Kcta] lain dibayarkan TPP-nya dengan ketentuan
apabila telah ditata dalam usulan perubahan anggaran dan
disesuaikan degan kemampuan keuangan daerah;

6) Seluruh PNS diwajibkan setiap harinya untuk membuat

laporan kinerja harian pelaksanaan pekerjaan yang isinya
memuat tentang poin-poinyang dikerjakan dan ditandatangani
oleh kepala SKPD;

7) PNSyang dikenai sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010 berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Tidak diberikan TPP 1 (satu) bulan untuk hukuman
nngan;

b. Tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan untuk
hukuman sedang;

c. Tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan untuk
hukuman berat.

8) BagiPNSyang meninggaldunia tetap diberikan TPPpada bulan
berkenaan sebesar 1000/0(seratus persen);

9) PNS pada saat jam kerja tidak berada dikantor tanpa alasan

yang jelas berdasarkan hasil sidak diberikan potongan sebesar





3 % (tiga) persen;

10) PNS yang tidak melaksanakan apel pagij apel sore serta tidak

melakukan absensi finger print karen a melaksanakan tugas

kantor dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan

langsung;

11) Mesin absensi, rekapitulasi absen manual apel pagi dan apel

sore, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

ditanda tangani oleh pimpinan serta dokumen pelengkap (surat

ijin, sakit, cuti, SPT, Surat Keterangan dll] dimasukkan

selarnbat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan berjalan, apabila

SKPD terlambat memasukan wajib meminta disposisi Sekretaris

Daerah atau Asisten yang membidangi;

12) Ookumen perbaikanjperubahan dimasukkan lewat batas

waktu yang telah ditentukan, maka wajib meminta disposisi

Sekretaris Daerah atau Asisten yang membidangi dan akan di

kenakan Pemotongan sebesar 2% (dua) persen kepada yang

bersangkutan (pemohon) untuk dilakukan perbaikan;

13) Kelengkapan dokumen yang dimasukkan HARUSasli.

14) Pengelolaan dokumen verifikasi absensi dilakukan oleh Pejabat

yang membidangi Kepegawaian;

15) SKPO yang tidak memasukkan daftar hadir manual saat

pelaksanaan upacaraj apeljhari besar keagamaan diberikan

potongan keseluruhan sebesar 3% (tiga persen).

BAB VI

TATACARAVERIFIKASIDAN

PERMINTAANPEMBAYARANTPP

Pasal18

Tata cara verifikasi dan permintaan pembayaran TPP diatur sebagai

berikut:

1. Setiap SKPOmembuat dokumen:

a. rekapitulasi kehadiran pegawai masa waktu 1 (satu) bulan;

b. rekapitulasi Daftar Hadir manual pelaksanaan Apel Pagi dan

Apel Sore ditanda tangani oleh pimpinan SKPO;

c. Oaftar hadir manual setiap pelaksanaan apel pagij sore;

d. surat penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang

melakukan pelanggaran disiplin (bilamana ada) un tuk masa

waktu 1 (satu) bulan;





e. daftar perhitungan TPP berdasarkan penilaian persentase

perhitungan disiplin/kehadiran masa waktu 1 bulan;

f. daftar permintaan TPPuntuk masa waktu 1 (satu) bulan;
g. daftar pembayaran TPPuntuk masa waktu 1 (satu) bulan;

2. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf
a sampai dengan huruf d diverifikasi oleh pejabat yang
berwenangdi masing-masing SKPD;

3. Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a,
huruf b dan huruf e disampaikan kepada Badan Kepegawaian
dan PengembanganSumber DayaManusia selambat-Iambatnya
setiap tanggal 5 bulan berikutnya;

4. Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber DayaManusia
melakukan evaluasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dan melakukan monitoring kehadiran serta
melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

5. Khusus Sekretariat Daerah rekapitulasi kehadiran pegawaidan
rekapitulasi daftar hadir manual apel pagi dan apel sore
dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian;

Pasal19

Permintaan pembayaran TPP diajukan pada Badan Pengelola
Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan memasukan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf e, huruf f, huruf g, dan dokumerr/persyaratan administrasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal20

Pembayaran TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah.





BABVIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran

2020;

b. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran

2020;

c. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 ten tang Tambahan

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun

Anggaran 2020;

d. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tambahan

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Inspektorat Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran

2020;

e. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 ten tang Tambahan

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelola

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020 dan

peru bahannya.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa122

Peraturan Bupati mi akan dievaluasi kembali berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.





Pasal23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal -6 Ja.(luCt:rL 2021

'V BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR.f
~~ ~N'9tAR

Di Undangkan di Tutuyan
Pada tanggal, 2021

S KRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2021
NOMOR ....

. Dengan Aslinya
N KUM




